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A. Kajian  Teori
1.  Pengertian Pencatatan Nikah
Pencatatan nikah adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh
pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA terhadap peristiwa
perkawinan. Di dalam pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dijelaskan bahwasanya yang bertugas mencatat perkawinan adalah
pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan-undang nomor 22 tahun 1946
Jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak
dan rujuk.16
Sedangkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah
pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan di ayat 2 menerangkan bahwa
pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila suatu pernikahan tidak
mempunyai kekuatan hukum maka akan berisiko masa depan pernikahan
dari calon pengantin.17
Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka
menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat
artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada
16 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5
17 Ibid.
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masing-masingsuami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik
yang berkekuatan hukum tetap yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah,
talak, dan rujuk dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di
Kantor Urusan Agama (KUA). Dan oleh pegawai perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil apabila suami istri beragama non-muslim.
Kegiatan pencatatan perkawinan tidak berpengaruh kepada sah atau
tidaknya suatu pernikahan. Karena pencatatan pernikahan merupakan
kegiatan administratif agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki
kekuatan hukum. Sedangkan sahnya pernikahan adalah sesuai dengan
pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Yaitu sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaannya masing-masing.
Maksudnya adalah selama kegiatan pernikahan yang dilaangsungkan tidak
bertentangan dengan norma agama atau kepercayaan dari kedua mempelai
calon pengantin.18
2. Urgensi Dan Dasar Hukum Pencatatan Nikah
Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu
pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah
diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang
menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah
sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing,
walaupun tidak atau belum didaftarkan.
18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 12
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Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953
Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi
tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang
bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah
tersebut.19
Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan yang ditunjukkan
oleh adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan
untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan,
dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak
dasar dalam sebuah keluarga. Kecuali itu pencatatan juga merupakan
bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-
hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain
sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau
anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.
Kasus seperti di atas dapat diilustrasikan dalam pernikahan sirri di
mana isteri ketika menuntut hak perlindungannya ke Pengadilan Agama
menjadi kandas. Hal itu disebabkan karena isteri tersebut tidak memiliki
bukti formal bahwa dirinya telah  menikah dengan suaminya.
Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir diseluruh negara
muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya.
Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara-
negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.
19 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), 1986), hlm. 71
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Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan
memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti
halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania,
dan Republik Yaman. Sementara yang kedua, negara-negara yang
menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak
memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina,
Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, negara yang mengharuskan
pencatatab tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak
dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.20
Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa
pasal pereturan perundang-undangan berikut ini, Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap pernikahan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh
undang-undang nomor 32 tahun1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 menentukan bahwa pernikahan dilakukan dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan,
kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan
20 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
hlm. 182
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tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2),
kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta nikah tersebut.
Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan tersebut, pernikahan mereka
telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapatkan
pengakuan dan perlindungan hukum.21
Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pencatatan tiap-tiap pernikahan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar
pencatatan.” Perintah pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974
untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan
kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau
di luar Indonesia.
Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan
Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan
KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004
dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah.
Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan
yakni :
21 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), hlm. 21
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a) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI
Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR.
b) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun
1975 tentang Perkawinan.
c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
d) Pasal 5 ayat 1 KHI
e) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2003 junto
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 junto
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah.
3. Prosedur Pencatatan Nikah
Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan
kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad
nikah, penandatanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.22
Tahap pertama yang dilakukan adalah pemberitahuan kehendak
nikah. Pemberitahuan kehendak nikah ini dapat dilakukan oleh calon
mempelai atu orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 hari kerja
sebelum akad nikah dilangsungkan dan dengan membawa surat-surat yang
diperlukan Yakni 23 :
a) Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
b) Foto copy akte kelahiran dari calon mempelai
22 Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan
Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 1994), hlm. 6
23 Ibid. hlm. 7
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c) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
d) Surat keterangan untuk nikah (N1)
e) Apabila calon pengantin adalah ABRI, maka melampirkan surat
izin nikah dari Atasan.
f) Bila calon mempelai seorang duda atau janda maka melampirkan
akta cerai talak/ cerai gugat atau kutipan pendaftaran talak/cerai.
g) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa
yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri
(model N6) bila calon mempelai duda/janda karena kematian
suami/istri
h) Surat izin dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur
i) Surat dispensasi camat apabila pernikahan dilangsungkan kurang
dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
j) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa apabila calon
mempelai tidak mampu.
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan
kehendak nikah kemudian meniliti dan memeriksa calon suami, calon istri
dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari
segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan.
Seusai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan
dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB, kemudian dibuat
pengumuman. Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan
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pengumuman (model NC) setelah semua persyaratan dipenuhi.
Pengumuman dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
Kebanyakan dipasang di papan pengumuman Kantor Urusan Agama.
Setelah pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah
pengawasan dan di hadapan PPN kemudian dicatat dalam lembar model
NB halaman 4 yang kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah
dan saksi-saksi serta pembantu PPN yang mengawasi. Setelah 15 hari akad
nikah, satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang dikirimkan
kepada PPN yang mewilayahi KUA calon pengantin. Setelah semua
selesai, PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan
akta pernikahannya rangkap dua. Kemudian kutipan akta nikah diberikan
kepada masing-masing suami istri.
4. Pencatatan dalam Pandangan Ahli Hukum
Di lingkungan masyarakat kita masih terdapat perkawinan yang
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.
Alasan yang dikemukakan mereka karena perkawinan seperti itu sudah sah
karena dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan
menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Sementara menurut mereka pencatatan perkawinan sebatas merupakan
tindakan adminstrasi saja. Artinya, apabila pencatatan tersebut tidak
dilakukan maka tidak akan berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan
yang telah dilaksanakan.
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Di pihak lain ada juga pihak yang menganggap suatu perkawinan
yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dan
dikategorikan sebagai nikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak-pihak yang
merasa dirugikan oleh perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan
kepada Pengadilan Agama. Argumentasinya karena ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan di atas,
merupakan satu kesatuan yang tidak boleh  dipisahkan dan harus
dilaksanakan secara kumulatif dan bukan alternatif (secara terpisah atau
berdiri sendiri).24
Menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka ketentuan
tersebut bersifat imperatif, artinya ketentuan tersebut bersifat memaksa.25
Akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka
akan berdampak pada munculnya disparitas putusan hakim dalam
memutus perkara pembatalan nikah di pengadilan. Bagi hakim pengadilan
yang berpendirian bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang
saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, maka perkawinan baru
dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan
kepercayaannya serta dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Sementara
perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan dinilai sebagai nikah fasid
karena belum memenuhi syarat, sehingga belum dianggap sah secara
24 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama,
Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002, hal. 50.
25 Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum.
Bandung: PT. Citra Aditya, 1989, hal. 21.
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yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat
dikabulkan.26
Di pihak lain hakim yang berpendapat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan
ketentuan yang tidak berhubungan, maka perkawinan sudah dianggap sah
apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya saja.
Bagi kelompok ini pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif,
bukan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Implikasinya perkawinan tersebut
dikategorikan sebagai bukan nikah fasid, dan bila ada pihak yang
mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan, perkawinan
tersebut tidak dapat dibatalkan, bahkan permohonan pembatalan harus
ditolak.
Mahkamah Agung (MA) RI sebagai lembaga peradilan tertinggi (top
judiciary) lebih condong kepada pendapat yang pertama. Dalam putusan
kasasi Nomor 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di
bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang, MA
mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah
perkawinan seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu
perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan
kepercayaannya, serta dicatat menurut ketentuan yang berlaku.
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan
26 Diadaptasi dari Abd Rasyid As’ad, “Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif
Filsafat Hukum”, www.badilag.net. Diunduh pada hari Kamis, 04 Mei 20116.
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Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara
kumulatif.
MA tampaknya hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah
terpenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum agama yang dianut
mempelai, dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang
berwenang dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai ketentuan yang
berlaku.  Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan
merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut
agama dan menurut hukum positif. Di samping diperlukan perspektif tidak
perlu mendikotomikan parameter keabsahan perkawinan dari ukuran
agama dan negara.
Demi terciptanya tertib hukum dan menjamin kemaslahatan bagi
eksistensi perkawinan serta hak-hak seluruh anggota keluarga, maka
pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang harus dilakukan. Namun
satu hal lain apakah pencatatan pernikahan pernikahan itu menjadi syarat
keabsahan pernikahan atau tidak, Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan hal yang berbeda.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor
46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditetapkan karena
adanya permohonan yudicial review yang diajukan oleh Aisyah (Machica)
Mokhtar dan anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin
Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai
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seorang pria yang telah beristeri menikah kembali dengan Aisyah Mokhtar
secara hukum Islam tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah. Dari
pernikahan tersebut lahir anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal
Ramadhan Bin Moerdiono.27
Atas permohonan tersebut MK berpandangan mengenai ketentuan
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
sesuai Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 MK
menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan
sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi
berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi pencatatan
tersebut dapat dilihat dari dua prespektif :
Pertama, dari perspektif negara pencatatan diwajibkan untuk
memenuhi fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bersangkutan
yang menjadi tanggung-jawab negara yang harus dilakukan sesuai prinsip
negara hukum (Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya
pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang
demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena
pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan negara
dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting
27 “Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-IIIV/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan”,
dalam www.badilag.net.
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berimplikasi pada akibat hukum yang luas, sehingga perkawinan dapat
dibuktikan dengan akta autentik. Karena itu MK berpendapat bahwa Pasal
2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan
konstitusi.28
MK berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang dikonklusikan dengan anak yang tidak  sah. Menurut MK secara
alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan
seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi
yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu tidak tepat dan
tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu
kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
MK juga berpandangan tidak adil jika hukum membebaskan laki-
laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi
kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung-jawabnya sebagai
seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena
kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang
didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek
hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak
dengan seorang lakilaki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya
28 Majalah Konstitusi Nomor 61 Pebruari 2012, Jakarta: MK, hal. 3.
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ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian
adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai
bapaknya.29
Kemudian MK menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut
bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu MK
mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya
mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang
dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya”.30 Putusan MK tersebut merupakan
suatu putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding),31 yang
berkaitan dengan uji materil UU yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Putusan MK ini berlaku sebagai UU sehingga substansinya general,
tidak individual dan tidak kasuistik sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3)
juncto Pasal 57 ayat (1) UU MK. Karena itu Putusan MK ini menjadi
norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang
hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala
konsekwensinya, baik anak itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid., hal. 61.
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dihamili seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan  (anak zina), dan
setelah anak itu lahir kedua orang tua biologisnya tidak pernah
mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, maupun setelah anak tersebut
lahir kemudian kedua orang perempuan dan laki-laki itu mengikatkan diri
dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak
tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki
dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak
memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai
dengan perundangundangan yang berlaku (perkawinan sirri atau
perkawinan di bawah tangan).
Putusan MK di atas akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat,
bahkan ada yang berpendapat putusan tersebut melegalkan zina. Ketua
MK Moh. Mahfud MD menegaskan dalam putusan tersebut tidak ada
sama sekali pernyataan MK yang melegalkan zina. Putusan itu hanya
menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap
mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Artinya,
semangat putusan tersebut untuk memproteksi hak anak. Dengan kata lain,




5. Sejarah Pencatatan Perkawinan
Undang-undang pertama pencatatan perkawinan adalah undang-
undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan. Undang-
undang ini berlaku hanya di pulau Jawa. Setelah Indonesia merdeka,
lahirlah undang-undang nomor 32 tahun 1945 tentang pencatatan nikah,
talak dan rujuk.33
Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang
No. 1 Tahun 1975 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober
1975 ini adalah Undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-
unsur dalam perkawinan dan perceraian.
Kehadiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan
lahirnya Peraturan Pelaksanaannya dengan PP No. 9 Tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul
dengan keluarnya PMA dan Mendagri. Bagi Umat Islam diatur dalam
PMA No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan
tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan perkawinan yang beragama islam, kemudian diganti dengan
PMA No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN. Bagi yang beragama
selain islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221 a Tahun 1975,
tanggal 01 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
pada Kantor Catatan Sipil.
33 Ali Shohib, “sejarah Pencatatan Nikah” dalam http://www.rumahbangsa.net
/2016/05/sejarah-pencatatan-perkawinan.html, diakses pada 21 Mei 2016.
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Pada bulan juli 1973, Pemerintah Republik Indonesia kembali
mengajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rancangan Undang-
undang Perkawinan kepada DPR-RI dan setelah mendapat banyak sekali
tanggapan pro dan kontra mengenai beberapa bagian penting Materi
RUUP tersebut baik di dalam DPR maupun di dalam masyarakat, namun
akhirnya dicapailah suatu konsensus yang membawa pengaruh pada
sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat,
Pemerintah mengundangkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2
Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya
sama dengan nomor dan tahun Undang-undang perkawinan tersebut yakni
Nomor 1 Tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan
undang-undang perkawinan ini diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah
Nomor 1975 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan
secara efektif.34
B. Pelayanan Publik di Bidang Perkawinan dalam Birokrasi Indonesia
1. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik (public service) merupakan bagian dari
administrasi publik (public administration). Ada beberapa istilah yang
sering digunakan untuk menyebut pelayanan publik, seperti pelayanan
34 Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), hlm. 20-23.
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masyarakat atau pelayanan umum. Secara bahasa, pelayanan berarti suatu
cara melayani, membantu menyiapkan, menyelesaikan keperluaan,
kebutuhan seseorang atau sekelompok orang.35 Sedangkan istilah publik
adalah serapan dari bahasa Inggris, Public yang berarti masyarakat
umum.
36
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang dimaksud
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan.37
JPG Sianipar menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala
bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah,
termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang
dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.38
2. Pelayanan Prima sebagai Standar Baru Pelayanan Publik
Dalam perkembangan ilmu manajemen mutakhir, mulai
dikembangkan istilah pelayanan prima (prime service) dalam pelayanan
publik. Kata prima memiliki arti harfiah “yang terbaik”, sehingga
pelayanan prima diartikan sebagai pelayanan yang terbaik yang dapat
35 Drs. JPG Sianipar, MM., M.BA., Manajemen Pelayanan Masyarakat, (Jakarta :
Lembaga Administrasi Negara RI), 2000, hlm. 6
36 Inda Putri Manroe, Kamus Inggris – Indonesia dan Indonesia- Inggris, (Surabaya :
Greisinda Press), 2012, hlm. 240
37 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003
38 Drs. JPG Sianipar, MM., M.BA., Loc. Cit.
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diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.39 Ukuran “terbaik” itu
sangat relatif, oleh karenanya, biasanya ditentukan dalam tiga tingkatan,40
yaitu :
a. Pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga pemerintah yang
belum memiliki SPP (Standar Pelayanan Prima).
b. Pelayanan yang sesuai dengan SPP (Standar Pelayanan Prima) bagi
lembaga yang telah memilikinya.
c. Pelayanan terobosan yang mampu melampaui persyaratan SPP
(Standar Pelayanan Prima).
Pelayanan prima dilaksanakan dengan menerapkan beberapa prinsip
dasar,41 yang meliputi :
a. Mengutamakan pelanggan (custommer)
b. Sistem yang Efektif
c. Melayani dengan Hati Nurani
d. Perbaikan Berkelanjutan
e. Memberdayakan Pelanggan
Dalam administrasi publik, pelayanan prima tidak tumbuh sendirian,
tetapi mengalami pengayaan silang dari berbagai kajian dan disiplin.
Konsep-konsep yang mewarnai terbentuknya pelayanan prima meliputi42 :
39 Lembaga Administrasi Negara RI, Operasionalisasi Pelayanan Prima, (Jakarta :
Modul DIKLATPIM IV), 2008, hlm. 15
40 Ibid.
41 Ibid., hlm. 19 - 24






e. Karakteristik Pelayanan Umum
Akuntabilitas publik menjadi prasyarat penting dan fundamental
dalam penerapan pelayanan prima. Sejak gerakan Reformasi Nasional
pada tahun 1998, upaya untuk tercapainya akuntabilitas publik mulai
dicanangkan. Setidaknya, untuk tercapainya akuntabilitas publik harus
terpenuhi beberapa aspek berikut :
a. Penyelenggaraan pelayanan tidak dimonopoli oleh pemerintah, tetapi
juga mengundang partisipasi masyarakat.
b. Pemanfaatannya oleh masyarakat ditawarkan melalui mekanisme
pasar.
c. Kebijakan didasarkan pada landasan hukum yang kuat berdasarkan
keputusan politik yang merupakan hasil konsensus bersama
masyarakat.
d. Membuka pintu pengawasan oleh masyarakat khususnya mengenai
penggunaan sumber daya dan tingkat kinerjanya.43
Adapun prasyarat selanjutnya dalam pelayanan prima adalah gerakan
mutu dalam manajemen pelayanan, yang terkenal dengan Total Quality
43Ibid., hlm. 29
42
Managemen (TQM) yang merupakan terobosan besar dalam
perkembangan ilmu managemen. Dalam TQM tersedia varian yang
disebut Total Quality Service (TQS), yang mengenalkan tentang budaya
pelayanan.44 Inti dalam TQM maupun TQS adalah munculnya kepuasan
pelanggan atau dalam hal ini kepuasan publik. Maka, untuk mengukur
sejauhmana kinerja pelayanan itu memenuhi standar pelayanan prima,
perlu dilihat sejauhmana tercapainya kepuasan publik yang dilakukan oleh
suatu instansi pemerintahan.
3. Pelayanan Perkawinan dalam Birokrasi di Indonesia
Pelayanan Perkawinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik
tertua di Nusantara ini. Bukan saja sejak awal kemerdekaan negeri ini,
tetapi jauh sebelumnya, yakni pada era kerajaan-kerajaan Islam Nusantara,
pelayanan Perkawinan telah tampak nyata dilaksanakan.45 Selanjutnya,
pada era penjajahan Kolonial, pelayanan perkawinan ini juga diteruskan
melalui birokrasi pemerintahan Hindia Belanda.
Beberapa peraturan Jaman Hindia Belanda tentang prosedur
pelayanan nikah ini menjadi buktinya.46 Hingga pada penghujung akhir
44Ibid., hlm. 30 atau lihat LAN-RI, Dasar-dasar Administrasi Publik, (Jakarta : Modul
Diklatpim IV) 2008, hlm 28
45 Dalam struktur pemerintahan kesultanan Islam di Nusantara dikenal adanya pejabat
Agama yang bernama Penghulu, Pengulu, Kadi atau Kali yang memiliki tugas dalam pelayanan
keagamaan. Salah satu tugasnya nya adalah pelayanan pernikahan bagi umat Islam. Selengkapnya
dapat dilihat pada Marwati Djuened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (editor), Sejarah
Nasional Indonesia, Jilid III (Jakarta : Balai Pustaka), 2010, hlm. 326 – 328.  Hingga saat ini,
penggunaan istilah Penghulu telah diabadikan untuk nomenklatur jabatan yang membidangi
pelayanan perkawinan di KUA.
46 Diantaranya yang paling berpengaruh adalah Huwelijks Ordonantie, Staatblad 1929
Nomor 348 jo. Staatblad 1931 Nomor 467 dan Vorsenlandsche Huwelijks Ordonantie, Staatblad
1933 Nomor 98.
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penjajahan Belanda dan di saat kekuasaan Pemerintahan Dai Nippon
(Jepang), dibentuk Shumubu (Kantor Urusan Agama) sebagai
administratur pelaksana pelayanan pernikahan dan urusan-urusan agama
lainnya.47
Sejak era Kemerdekaan Republik Indonesia, Pelayanan Nikah dan
Rujuk di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh negara. Kementerian Agama merupakan instansi
negara yang membawahinya. Hal demikian merupakan amanat Undang-
undang. Pada pokoknya, pelayanan nikah dilaksanakan dengan meliputi
tahapan prosedural sebagai berikut :
a. Pemberitahuan Kehendak Nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah,
sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian
diperjelas pada pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 5 Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
b. Pengawasan atau Pemeriksaan Nikah, yang dilakukan oleh Pegawai
pencatat nikah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) UU
Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,
serta pasal 20 dan 21 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
47 Shumubu didirikan atas kesepakatan antara pemerintah Dai Nippon dengan tokoh-tokoh
Islam saat itu untuk menyelamatkan instansi yang melayani bidang keagamaan di negeri jajahan.
Pertama dibentuk oleh KH Hasyim Asy’ari sekaligus menjadi kepalanya. Shumubu merupakan
embrio Kementerian Agama beberapa saat setelah Kemerdekaan RI diproklamirkan.
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selanjutnya dikuatkan dengan pasal 6 dan 7 PP Nomor 9 tahun 1975.
Secara operasional, ketentuan ini diperjelas dengan klausul pasal 9,
10 dan 11 PMA Nomor 11 tahun 2007.
c. Pengumuman Kehendak nikah oleh Pegawai pencatat Nikah
sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 dan 9 PP Nomor 9 tahun
1975 dan dipertegas dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 tahun 2007.
d. Pelaksanaan Akad Nikah, yang harus dihadiri dan dilaksanakan
dihadapan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana
diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 dan PP Nomor 9
tahun 1975 pasal 10 ayat (3) dan pasal 11. Jika tidak memiliki wali
nasab atau wali nasabnya berhalangan, maka akad nikah
dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA
kecamatan sesuai dengan ketentuan pada PMA Nomor 30 tahun
2005 tentang Wali Hakim.48
e. Pencatatan Nikah, bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai
Pencatat Nikah dan bagi umat Non Muslim oleh Pegawai Catatan
Sipil. Hal ini merupakan amanat dari pasal 2 UU Nomor 22 tahun
1946, pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 PP Nomor 9
tahun 1975. Pencatatan Nikah dituangkan dalam Akta Perkawinan
48 Inilah yang membedakan pelayanan pencatatan nikah dengan pelayanan penerbitan
dokumen lainnya. Dengan tahapan pelayanan yang kompleks antara jasa dokumen dan jasa tenaga
frofesional, maka tentu membutuhkan biaya pelayanan yang lebih banyak dari pelayanan data
kependudukan biasa. Yang hampir mirip adalah pelayanan sertifikasi tanah di Badan Pertanahan
Nasional (BPN).
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sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP Nomor 9 tahun 1975, dan
pasal 26 dan 27 PMA Nomor 11 tahun 2007.
f. Penerbitan Kutipan Akta Nikah, yang diberikan kepada yang
bersangkutan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 tahun
1946, pasal 13 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975. Kutipan Akta Nikah
itu kemudian dikenal dengan Buku Nikah yang harus diberikan
kepada suami dan isteri sesuai ketentuan pada pasal 27 PMA Nomor
11 tahun 2007.
Tahapan prosedur pelayanan nikah di atas, dirangkum dari berbagai
peraturan perundangan yang diberlakukan hingga saat ini.
4. Aspek Biaya dalam Pelayanan Publik Bidang Perkawinan
Biaya pernikahan tidak akan bisa dihindari dari setiap pasangan yang
akan merubah statusnya dari kesendirian menjadi kebersamaan, dari
kesepian menuju kebahagian. Kedua mempelai harus dapat
memperkirakan serta mempersiapkan biaya pernikahan sehingga
pernikahan dapat berlangsung dengan tenang dan aman. Namun tidak bisa
dipungkiri bahwa ada pula beberapa peristiwa yang mengenaskan pada
para calon pengantin seperti kawin lari, nikah siri, bahkan bunuh diri.
Yang ternyata salah satu faktornya adalah karena besarnya biaya
pernikahan, bahkan menjadi lebih membengkak biaya tersebut ketika
adanya pungutan liar dari beberapa oknum dari Kantor Urusan Agama
(KUA).
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Maka dengan adanya peristiwa tersebut, sebagian masyarakat luas
terkhusus bagi calon pengantin sangat mengapresiasi langkah pemerintah
yang telah membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004
tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
berlaku pada Departemen Agama. Sehingga dengan adanya peraturan
pemerintah tersebut dapat meminimalisir pungutan liar serta dapat
meringankan biaya pernikahan bagi para calon pengantin yang hendak
melaksanakan pernikahan.
Menurut Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) bahwa inti dari
PP ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk
jajaran Kementerian Agama (Ka. KUA dan Penghulu) terkait pelaksanaan
proses pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata
cara pernikahan. PP ini mengatur bahwa seandainya  pernikahan dilakukan
di KUA dan pada jam kerja maka biayanya gratis. Sementara jika
dilaksanakan diluar KUA dan diluar jam kerja, maka ada ketentuan yang
menyangkut  biaya. Maka setelah berlaku selama 10 tahun, peraturan
pemerintahan nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama,
akhirnya direvisi.49
49 Lihat : www.kemenag.go.id. Untuk melihat PP 48 tahun 2014 Lihat : http://produk-
hukum.kemenag.go.id/downloads/968d908b7b4713 f6819be5772406cf0.pdf. Diakses tanggal 22
Mei 2016.
47
Mengenai syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah)
sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 48
tahun 2014 junto pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama nomor 24
tahun 2014 sebagai berikut 50 :
(1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena
bencana dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0,00,- (nol
rupiah).
(2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari lurah kepala
desa yang diketahui oleh camat.
(3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana
alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan
pernikahan secara wajar.
(4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.
Dan pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014
sebagai berikut:
50 Lihat : http://www.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/pslg1408272799.pdf, diakses pada
tanggal 22 Mei 2016. Selanjutnya PP di atas disosialisasikan dan dipertegas substansinya oleh
Surat Edaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Surat
Edaran Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juli
2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pada intinya bahwa
sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
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(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
dan ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai
syarat untuk dikenakan tarif Rp. 0,00,- (nol rupiah).
(2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan
pelaporan data Catin yang dikenakan tarif Rp.0,00- (nol rupiah).51
Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atas
pencatatan pernikahan dan rujuk yang dilakukan diluar KUA sebesar Rp.
600.000,-. Salah satu pertimbangan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama
sebagaimana diatur dalam PP ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
nikah atau rujuk.52
Sementara itu seperti dikutip dari halaman website Kementerian
Agama Irjen Kementerian Agama M. Jasin menjelaskan dasar acuan
pendistribusian biaya nikah di luar kantor KUA akan diatur dalam 4
(empat) tipologi mapping wilayah berdasarkan jumlah peristiwa nikah.
Empat tipologi KUA Kecamatan dimaksud terdiri dari 53 :
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Lihat : Kumpulan Peraturan Tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah Atau Rujuk
Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. (Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, 2015),
hlm. 63
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Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikah diatas 100
perbulan diperkirakan terdapat di 208 KUA dengan jumlah peristiwa nikah
pertahun sebanyak 274.608 dan unit cost perpristiwa Rp. 235.000-, (Rp.
110.000,- biaya transport dan Rp. 125.000,- biaya profesi).
Tipologi B : peristiwa nikah 50-99 perbulan diperkirakan terdapat
di 1.048 KUA dengan jumlah peristiwa nikah pertahun sebanyak 775.364
dan unit cost perpristiwa Rp. 260.000,- (Rp. 110.000,- biaya transport dan
Rp. 150.000,- biaya profesi).
Tipologi C : peristiwa nikah 0-45 perbulan diperkirakan terdapat di
3.287 KUA dengan jumlah peristiwa nikah pertahun sebanyak 1.044.588
dan unit cost perpristiwa Rp. 310.000,- (Rp. 110.000,- biaya transport dan
Rp. 200.000,- biaya profesi).
Tipologi D : yang terbagi menjadi dua, yaitu : pertama; Tipologi D-
1: peristiwa nikah 0-49 perbulan dan KUA berlokasi di daerah terpencil
atau daerah perbatasan di daratan. Diperkirakan terdapat di 149 KUA
dengan jumlah peristiwa nikah pertahun sebanyak 29.229 dan unit cost
perpristiwa Rp. 1.250.000,- (Rp. 750.000,- biaya transport dan Rp.
500.000,- biaya profesi). Kedua, Tipologi D-2: peristiwa nikah 0-49
perbulan dan KUA berlokasi di daerah terluar dan terdalam, daerah
perbatasan di perbatasan di kepulauan, dan atau membutuhkan
transportasi khusus. Diperkirakan terdapat di 150 KUA dengan jumlah
peristiwa nikah pertahun sebanyak 30.000 dan unit cost perpristiwa Rp.
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1.500.000,- (Rp. 1.000.000,- biaya transport dan Rp. 500.000,- biaya
profesi).
“Dengan total peristiwa nikah pertahun mencapai 2.153.759,
anggaran yang dibutuhkan untuk biaya transportasi dan jasa profesi
penghulu mencapai Rp. 671,5 miliar”, papar M. Jasin. Selain itu, PMA ini
juga mengatur honor pembantu petugas pencatat nikah sebesar Rp.
200.000,- perbulan untuk 25.188 orang dipulau Jawa, makanya jangan ada
lagi penghulu yang menerima gratifikasi. Menurutnya,  penghulu yang
menerima gratifikasi dari masyarakat harus melaporkan penerimaan itu
kepada KPK, bila tidak lapor maka penghulu tersebut akan mendapat
sanksi berat54 sebagaimana diatur dalam pasal 12 B, UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.55
Prinsip kebijakan pokok tentang persoalan biaya dalam pelayanan
publik di Indonesia dapat diringkas dalam beberapa point berikut :
a. Gratis dalam semua pelayanan administrasi kependudukan.56
b. Dikenakan biaya pada sebagian pelayanan administrasi non
kependudukan.57
54 “Ancaman hukumannya 20 tahun penjara/seumur hidup, denda 1 milyar rupiah,
sekurang-kurangnya Rp250 juta,” Lihat : http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=
55 Ibid.
56 Pasal 79A UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor  23  tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.
57 Misalnya untuk biaya Paspor, perijinan, akta pendirian badan hukum, di Kementerian
Hukum dan HAM yang diatur dalam PP Nomor 47 tahun 2013. Begitu juga biaya pendidikan
tinggi di PTAI sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2015, demikian pula dalam
pembuatan SIM, STNK di Kepolisian dan sebagainya.
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c. Pelarangan adanya gratifikasi dan pungutan liar dalam proses
pelayanan publik.58
d. Transparansi dan akuntabilitas dalam hal penentuan tarif
pelayanan.59
Khusus mengenai biaya pelayanan nikah, juga sejak dahulu kala
telah berjalan turun temurun diperoleh melalui pembiayaan dari swadaya
masyarakat, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negeri ini.60 Pada era
awal kemerdekaan hingga tahun 2004, tradisi pembiayaan dalam
pelayanan nikah dengan melalui pungutan dari swadaya masyarakat juga
diberlakukan.
Perkembangan tentang ketentuan biaya pelayanan nikah di Indonesia
sejak masa awal kemerdekaan dapat diuraikan sebagai berikut :
a. UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk
Pasal 1 ayat (4) menyebutkan : Seorang yang nikah, menjatuhkan
talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang
banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.61
58 Ketentuan tentang penegakan anti korupsi, sebagaimana diamantkan dalam UU Nomor
31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
59 Ibid.
60 Hal ini tampak dari data sejarah, dinyatakan bahwa ongkos atau upah perkawinan
menjadi bagian dari pendapatan instansi kepenghuluan kala itu. Dananya masuk ke bait al-mal
(kas harta) yang diantaranya digunakan untuk pendanaan masjid.  Selengkapnya lihat pada
Marwati Djuened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (editor),Op. Cit., hlm 328 atau dilihat
pada sumber aslinya, P.A. van der Lith, Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie, H-M,Leiden ‘s
Gravenhage,  hlm. 583-586
61 UU paling awal yang mengatur tentang pernikahan di era kemerdekaan ini
mengamanatkan dan mengabsahkan adanya pungutan dari masyarakat untuk pelayanan nikah,
talak dan rujuk. Sedangkan besarannya ditentukan oleh menteri. Sehingga, selama itu, pungutan
dari masyarakat berdasarkan keputusan menteri merupakan hal yang sangat kuat legalitasnya.
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b. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun
1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan sama sekali tidak mengatur soal biaya pencatatan nikah,
meskipun sekedar pelimpahan terhadap peraturan di tingkat lebih
bawah.
c. PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban PPN, padapasal 22
disebutkan :
1) Akad nikah dilangsungkan di balai nikah.
2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan
PPN atau Pembantu PPN, akad nikah dapat dilakukan di tempat
lain di dalam wilayahnya.
3) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah di dalam
wilayahnya, halaman akhir daftar pemeriksaan nikah diisi dan
ditanda-tangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan oleh masing-
masing yang bersangkutan.
4) Honorarium Pembantu PPN, biaya transport PPN atau Pembantu
PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan
kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala
Bidang Urusan Agama Islam / Bidang Bimbingan Masyarakat
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dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan persetujuan
Gubernur Kepala Daerah setempat.62
d. KMA Nomor 40 Tahun 1991 Tanggal 11 Maret 1991 menyebutkan
bahwa :
1) Biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 3.000,
2) Disamping biaya pencatatan nikah, yang berkepentingan
membayar dana bantuan (kepada BKM dan BADKI) sebesar Rp.
7.000,-
e. PMA Nomor 2 tahun 1990 pada Pasal 22 ayat (4) tentang Kewajiban
PPN, disebutkan bahwa yang berkepentingan harus membayar pula :
1) Honorarium Pembantu PPN
2) Biaya transport PPN / Pembantu PPN yang menghadiri akad
nikah apabila pernikahan dilaksanakan di luar KUA/Balai Nikah.
Honorarium dan biaya transport tersebut ditetapkan oleh Kepala
Kanwil Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur
Kepala Daerah setempat.
f. KMA Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal
21 dinyatakan  :
1) Akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah oleh PPN.
2) Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah
dapat dilaksanakan di luar Balai Nikah dengan persetujuan PPN.
62 Aturan ini merupakan pelaksanaan dari yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun
1946 tentang ketentuan biaya pelayanan nikah. Tidak ada yang salah dalam hal ini.
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3) Biaya transport PPN atau Pembantu PPN dalam pelaksanaan
nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada calon pengantin
yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Lantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Bidang yang
menangani tugas Kepenghuluan dengan persetujuan Gubernur.
g. PP Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama.Disebutkan bahwa
biaya pencatatan nikah ditentukan sebesar Rp 10.000,- per peristiwa.
Tentang Biaya transport PPNdan Pembantu PPN tidak diatur sama
sekali.63
h. KMA 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 20
disebutkan :
1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan oleh Penghulu
2) Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah
dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan
Penghulu.
Tentang biaya transport PPN dan Pembantu PPN tidak diatur lagi.
63 Memasuki era Reformasi, tuntutan akan legalitas dalam penyelenggaraan keuangan
negara melatarbelakangi lahirnya PP ini. Berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai pungutan keuangan dari masyarakat
minimal berbentuk Peraturan Pemerintah. Anehnya, yang ter-cover dalam PP itu hanya biaya
pencatatan nikah. Sementara, biaya lain sebagai konsekuensi pelayanan seperti transportasi, honor
P3N dan operasional lainnya tidak diatur. Inilah yang merupakan awal bencana dan carut
marutnya aturan tentang biaya nikah di KUA. Saat itu, peraturan setingkat menteri dihapus,
apalagi pejabat dibawahnya seperti Kakanwil Kemenag dan pejabat daerah lainnya. Sehingga,
pelayanan di KUA dibiarkan lepas dari koridor hukum dan tidak memiliki legal standing (pijakan
hukum) yang benar. Akibatnya, terjerumuslah ke dalam penilaian pungli dan gratifikasi akibat dari
penyikapan terhadap PP tentang biaya pencatatan nikah yang irrasional.
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i. PP. Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama.
Ditetapkan dalam PP ini bahwa biaya pencatatan nikah ditentukas
sebesar Rp 30.000,- per peristiwa.
Tentang biaya transport penghulu dan Pembantu PPN juga tidak
diatur sama sekali.64
j. PMA 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 21
disebutkan :
1) Akad nikah dilaksanakan di KUA.
2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad
nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.
Tentang biaya transport PPN dan Pembantu PPN tidak diatur lagi.
k. PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP Nomor 47
Tahun 2004 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Pada Departemen Agama. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa
biaya pencatatan nikah ditiadakan. Namun untuk perkawinan yang
dilaksanakan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas dikenakan biaya
64 Lagi-lagi pembiaran atau penjerumusan secara sistematis terhadap KUA terjadi.
Perubahan PP hanya menyangkut penyesuaian besaran biaya, tanpa memikirkan perlindungan dan
payung hukum bagi pelaksana pelayanan di KUA. Entah siapa yang salah dalam hal ini.
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transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).65
C. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah KUA Di Indonesia
Jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada
tanggal 17 Agustus 1945, bangsa indonesia sudah memiliki lembaga
kepenghuluan yaitu sejak berdirinya kesultanan Mataram. Pada waktu itu
kesultanan Mataram sudah mengangkat seorang yang diberi tugas dan
wewenang khusus yang mengurus bidang kepenghuluan. Pada masa
pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga
swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk ordonatie S.
1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie
S. 1933 No. 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengewesten S. 1932 No.
482. Untuk daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi
tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan
karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang
dihimpun dalam kas masjid.66
Kemudian pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang, tepatnya
pada tahun 1943 Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia
mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang
65 PP ini merupakan perjuangan dari selu  ruh steakholder KUA untuk memasukkan biaya
pelayanan nikah yang perlu diberi payung hukum. Sesuai ketentuan pada UU Administrasi
kependudukan, maka biaya pencatatan ditiadakan (Pasal 29A UU Nomor 24 tahun 2013)
66 Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Skripsi, (Jakarta, 2014), hlm. 47
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ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah
KH. Hasyim Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan
pendiri Jam’iyyah Nahdatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan
tugasnya, KH. Hasyim Asy’ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid
Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang Agustus tahun 1945.67
Sesudah merdeka, Menteri Agama H.M. Rasjidi, BA mengeluarkan
maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut
mendukung lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian
Agama. Kemudian untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan
Penetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956,
yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya
Departemen Agama RI, yang kemudian dalam rangka Peringatan Hari
Ulang Tahun Departemen Agama yang ke-34 tanggal 3 Januari 1980,
peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi Hari Amal Bhakti
Departemen Agama.68
Departemen Agama adalah Departemen perjuangan. Kelahirannya
tidak dapat dipisahkan dari dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa
ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja
diproklamirkan, maka lahirlah kementerian Agama. Pembentukan
Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai
penanggung jawab realisasi pembukaan UUD 1945  dan pasal 29 UUD
67 Ibid.  hlm. 47
68 Lihat : Modul Pakta Integritas Departemen Agama RI, (Departemen agama RI,
Inspektorat Jenderal, 2007), hlm. 5
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1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor
Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada
tanggal 3 Januari 1946. Yang tertuang dalam penetapan Pemerintah
Nomor : 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama.
Dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi
landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan
pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara benar diharapkan dapat
mendudukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang relegius, mandiri,
sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material dan
spiritualnya.69
Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu
Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak Tahun 1948 sampai 1951,
dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat
Kerasidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang
merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B,
yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor urusan Agama
berkedudukan di wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada
69 Ibid. hlm. 48
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Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi
oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas Islam dan kelembagaan
Islam, dan dipimpin oleh seorang kepala, yang tugas pokoknya
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan
demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi
pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum
yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat
kecamatan.70
2. Profil KUA Kec. Tampan
KUA Kecamatan Tampan adalah berada dibawah satuan kerja pada
Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru (yang sudah diatur
berdasarkan KMA RI Nomor 42 Tahun 2004). Keberadaan KUA Kec.
Tampan sudah ada sejak tahun 1988 sebagai KUA yang ke-7 di Kota
Pekanbaru. Kecamatan Tampan adalah nama yang diambil dari salah satu
nama kelurahan  di Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan kecamatan
induk sebelum di mekarkan menjadi Kecamatan Tampan.71
Sejak berdirinya secara resmi, Kepala KUA di Kecamatan Tampan
telah dijabat oleh beberapa tokoh, yang menurut data yang berhasil
70 Ibid.
71 Lihat : Profil KUA Kecamatan Tampan Tahun 2016
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dihimpun, ditemukan data para pejabat Kepala KUA dan masa jabatannya,
sebagai berikut72 :
1. Drs. H.Abd. Jalil (KUA. perwakilan) periode 1988 sampai  1989
2. Drs. Nukman Mukhtar 1989 sampai 1990
3. Drs. A Jalaluddin  periode 1990 sampai 1994
4. H. Ruslan, BA , periode 1994  sampai 2000
5. Drs. H. Abd. Muis,  periode 2000 sampai 2005
6. Drs. H. Mukhlis Ismail, MM periode 2005 sampai 2008
7. H. Idrus, M.Ag, periode 2008  sampai 2010
8. H. Darwison, MA  periode 2010 sampai 2012
9. H. Hasmir, MA  periode 2012  sampai 2014
10. Drs. H. Junaidi Zen, sejak 2014 sampai sekarang 73
Demikian masa kepemimpinan para Kepala KUA yang pernah
menjabat di KUA Kecamatan Tampan sejak berdiri hingga sekarang. Data
tersebut dihimpun dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari Hj. Siti
Aisyah, pegawai KUA Kecamatan Tampan. Data tersebut telah dikros cek
dengan berbagai catatan akta nikah dan surat-surat yang masih tersimpan
di KUA Kecamatan Tampan.74
72 Ibid., hlm. 22




Kecamatan Tampan adalah merupakan salah satu kecamatan di
wilayah Kota Pekanbaru, yang terbentuk berdasarkan PP No.19 Tahun
1987, tentang perubahan batas antar kota Pekanbaru dengan
Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah
199.792 Km2.75
Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa desa
dan kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :
1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:
a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
Pada saat ini luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81
Km2 yang terdiri dari:
1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
75 Dokumen KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru 2016
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3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima.76
Titik koordinat wilayah pada peta, adalah 101° 22‘ 45“BT–101°
23‘ 09“BT dan 0° 28‘ 41“LU–0° 29‘ 09“LU.
2.2 Demografis Penduduk
Penduduk adalah unsur paling penting dalam dunia usaha guna
membangun suatu perekonomian dalam upaya meningkatkan produksi
dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Namun kenyataannya di
negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia besarnya
jumlah penduduk merupakan masalah bagi pelaksanaan
pembangunan. Jumlah penduduk yang semakin meningkatkan tenaga
kerja, tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Masalah lain yang terdapat dalam kependudukan adalah dinamika
penduduk. Masalah ini timbul karena adanya pertambahan dan
pengangguran jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran,
kematian dan mobilitas penduduk sehingga terjadilah perubahan-
perubahan jumlah penduduk.
Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 206.267 jiwa
pada tahun 2015 yang terdiri dari 105.650 jiwa penduduk laki-laki dan
100.617 jiwa penduduk perempuan berdasarkan hasil pendataan
pemilik dan pendataan penduduk. Angka ini meningkat sebesar 7,2%
76 Ibid.
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dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk mencapai 3.449
jiwa/km2. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kecamatan Tampan
dapat dilihat dari tabel berikut ini 77 :
Tabel 1
PENDUDUK BERDASARKAN KELURAHAN
No Kelurahan Jumlah Persentase
1 Simpang Baru 46,690 22,6 %
2 Sidomulyo Barat 47,394 23 %
3 Tuah Karya 77,353 37,5 %
4 Delima 34,830 16,9 %
Jumlah 206,267 100 %
Sejak berdiri, KUA Kecamatan Tampan menempati lokasi di
kelurahan Simpang Baru (pada saat KUA perwakilan) yang berlokasi
di sebelah Kantor Lurah Simpang Baru sekarang.78 Kemudian, sejak
1990 dibangun gedung baru di atas tanah wakaf,79 lokasi yang
sekarang ini.
Adapun letak Kantor KUA Kecamatan Tampan sekarang
berada di Jalan Rajawali Sakti No. 40 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kode Pos. 28293. Alamat
Email: kuatampan@gmail.com.
77 Lihat : http://pekanbarukota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/3
78 Bangunan yang dipakai untuk KUA Tampan tersebut telah dirubuhkan untuk perluasan
Kantor Lurah Simpang Baru yang terletak di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru.
79 Tanah untuk KUA Tampan ini merupakan wakaf dari bapak H. Gudang.
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2.3 Tugas Pokok dan fungsi
KUA Kecamatan Tampan merupakan salah satu instansi
pemerintah di bawah Kementerian Agama.  Adapun tugas pokoknya,
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39
tahun 2012 adalah Unit pelaksana teknis Dirjen Bimas Islam yang
bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kota Pekanbaru di Bidang Urusan Agama Islam.
Sedangkan fungsi yang harus dilaksanakan adalah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2012
adalah meliputi :
1. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan
nikah dan rujuk;
2. Menyususun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem
informasi manajemen KUA;
3. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA;
4. Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Melaksanakan bimbingan kemasjidan;
6. Melaksanakan bimbingan syari’ah;
7. Menyelenggarakan fungsi lain di bisang agama Islam yang
ditugaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
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2.4 Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, KUA
Kecamatan Tampan telah melakukan perencanaan strategis (Renstra)
sebagai langkah awal agar dapat secara maksimal dan terukur
mencapai tujuan (goal) sebagai instansi pemerintahan yang kredibel.
Oleh karena itu, KUA Kecamatan Tampan telah menetapkan visi dan
misi yang hendak dicapai, sebagai pedoman dan arah strategis dalam
mencapai tujuan dan kinerja kelembagaan.
Visi KUA Kecamatan Tampan adalah: “Terwujudnya
Masyarakat Kecamatan Tampan yang Rukun dan Taat Beragama.80
Adapun Misi KUA Kecamatan Tampan sebagaimana
tercantum dalam Profil,81 meliputi :
1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pembinaan keluarga
sakinah dan optimalisasi fungsi masjid/mushalla.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan NR
3. Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji,
Zakat, Wakat dan Lembaga Sosial (HAZAWAIBSOS)
4. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan seperti : Bp4,
LPTQ, IPHI, MUI KKDTA, P2A, UPZ, FKPM dan BPKRMI.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.11/410 tahun 2013 tentang
80 Profil KUA Kec. Tampan, Op. Cit.,  hlm 2
81 Ibid.
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Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian bagi
Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu), maka KUA Kecamatan Tampan
masuk dalam Tipologi B, yakni KUA dengan jumlah peristiwa Nikah
diatas 50 peristiwa dan kurang dari 100 peristiwa. Selama ini, rata-rata
jumlah pelayanan nikah di KUA Kecamatan Tampan berkisar antara
75 sampai 85 peristiwa, sebagaimana data pelayanan nikah/rujuk
dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa KUA
kecamatan Tampan merupakan KUA yang relatif besar (kategori
sedang) dengan beban kinerja yang cukup banyak.
2.5 Struktur Organisasi dan Personalia
Jumlah pegawai di KUA Kecamatan Tampan dapat
dikategorikan banyak. Sebab, dengan jangkauan wilayah kerja yang
begitu luas dan jumlah penduduk muslim yang harus dilayani, tampak
seimbang. KUA selama ini diperankan sebagai lembaga pemerintah
dengan se-gudang tugas dan tanggung jawab kerja yang besar.
Pegawai di KUA Kecamatan Tampan sebanyak 19 (sembilan belas)
orang dengan komposisi : 1 kepala, 3 penghulu, 5 penyuluh agama
Islam, 8 orang staf PNS dan 2 staf honorer.82
Selengkapnya personalian pegawai sebagaimana dalam tabel berikut :
82 Profil KUA Kec. Tampan, Op. Cit.,  hlm. 4
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Tabel 2
DATA PERSONALIA KUA KECAMATAN TAMPAN
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN
1 Drs. H. Junaidi Zen 196708201996031002 Penata Tk I, III.d
Kepala
KUA
2 Zulfahri, S.Ag. M,Sy 196801011996031009 Pembina, IV.a Penghulu
3 Fahmi Wahyudi, M.Sy 198211242009011004 Penata MudaTk.I, III.b Penghulu
4 Hasbirullah, S.Th.I 198210282009011013 Penata Muda Tk.I,III.b Penghulu
5 Hj. Siti Aisyah 196204101986032001 Penata Muda, III.a Staf
6 Husnidar, BA 196106031989032001 Penata, III.c Staf
7 Nushasni, HS. S.Ag 197608282008012023 Penata Muda Tk.I,III.d Staf
8 Irdayati 197102211993032001 Penata Muda Tk.I,III.b Staf
9 Eka Sulastri, S.Pd.I 197910282014112002 Pengatur Muda,II.a Staf
10 Humaidi Hambali 198108012009011014 Pengatur MudaTk.I, II.b Staf
11 Hasna Wati 198210122014112003 Pengatur Muda,II.a Staf
12 Dewi Sartina, S.Sos 198206042003122001 Penata, III.c Staf
13 Drs. H. Ruslan 196405102014111208 Penata Muda, III.a Penyuluh
14 H. Moh. Arlis, S.Ag 196905152014111002 Penata Muda, III.a Penyuluh
15 Drs. H. KarimanIbrahim, MA 196905052000031002 Pembina, IV.a Penyuluh
16 Gusniwati, S.Ag 197701012009012009 Penata Muda Tk.I,III.b Penyuluh
17 Susmita, S.Ag 196902112003032007 Penata Tk. I, III.d Penyuluh
18 Indra Putra - - Honorer
19 Azhari - - Honorer
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Adapun bagan atau struktur organisasi pada KUA Kecamatan
Tampan adalah sebagai berikut 83 :
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN
83 Sumber : Data Dinding KUA Kecamatan Tampan
HUSNIDAR, BA
NIP. 96106031989032001











EDI DARYADI, S. Ag
NIP. 19700327 200901 1004
Pegawai Honorer
EDI DARYADI, S. Ag
NIP. 19700327 200901 1004Staf Administrasi
EDI DARYADI, S. Ag
NIP. 19700327 200901 1004
Staf Administrasi
EDI DARYADI, S. Ag



















EDI DARYADI, S. Ag
NIP. 19700327 200901 1004
KEPALA  KUA
EDI DARYADI, S. Ag
NIP. 19700327 200901 1004
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Dalam menunjang kinerjanya, KUA dibantu oleh 53 (Lima
Puluh Tiga) orang Penyuluh Agama non-PNS /PAH (Penyuluh
Agama Honorer) yang tersebar di empat Kelurahan di kecamatan
Tampan.  Sehingga keberadaan PAH tersebut diharapkan dapat
menjadikan kinerja dinas lebih maksimal. Penyuluh Agama Honorer/
PAH, mengenai statusnya sudah cukup memuaskan dan kinerjanya
telah ditunjang dengan perhatian pemerintah yang cukup baik.
Dibuktikan dengan adanya honorarium untuk setiap bulannya yang
dianggarkan dari APBN atau DIPA Kementerian Agama. Hal ini
cukup mengembirakan, sebagai sebuah jalan untuk memaksimalkan
kinerja mereka.
Tabel 3
DATA PENYULUH AGAMA HONORER
DI KECAMATAN TAMPAN
No Nama Objek Dakwah/Tempat Binaan Pendidikan Kelurahan
1 Nurlela Masjid Nurul Yaqin MAN Tuah Karya







4 Lika Fitria, S.Pd.I TPQ Nurul Fajar S1 Sdm. Barat
5 Nurkaya, A.Ma Masjid Al-Fajri D.III Tuah Karya
6 Salman Al Parisi,
S.Kom.I
TPQ Raudatul Jannah S1 Tuah Karya
7 Susilawati TPQ Yaslira MAN Tuah Karya
8 Deni Rahmatillah,
S.Kom.I
Ar-Ruhul Jadid S1 Delima
9 Toharuddin, S.IP TPQ Istiqamah S1 Istiqomah
10 Tuti Warni, S.Pd.I TPQ Khairunnisa’ S1 Tuah Karya
11 Almasyuri, S.Pd.I Masjid As-Salam S1 Sdm. Barat
12 Syafril Koto Masjid Al-Ikhlas S1 Tuah Karya
13 Asrori Masjid Ardul Jamil MAN Delima
14 Delvi Yolanda TPQ Al-Adil MAS Simpang
Baru
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15 Dina Fitra, SHI Masjid Nikmat S1 Simpang
Baru
16 Rupikasari, S.ud Masjid Nurul Iman MAN Tuah Karya
17 Nurepipa Masjid Tauhid MAN Sdm. Barat
18 Andri Wilandana Mushalla Baitul ‘Izza MAN Sdm. Barat
19 Eli Gusnita MT. Raudatul Jannah MAN Tuah Karya
20 Muhibbudin
Ahmad, S.ud
TPQ Al-Wahidin MAS Delima




TPQ Al-Nikmat S1 Simpang
Baru
23 Irwandi, S.Sy MT. Mujahadah S1 Tuah Karya
24 Yasser Hamidi,
S.Pi
Masjid Munazirin S1 Tuah Karya
25 Yati Badrah TPQ Baburrahman MAN Simpang
Baru
26 M. Hafiz. T TPQ Al-Mukminin MAN Simpang
Baru
27 M. Yamin, BA Masjid Al-Mubarokah D.III Simpang
Baru
28 Nur’aini Nurdin TPQ Darul Aman D.III Sdm. Barat
29 Mujati Masjid Nurul Ilahi MAS Delima
30 Nori Indriati, A.Ma TPQ Hidayatul M D.III Simpang
Baru
31 Hendrizal, S.Pd.I Masjid Nurul Ikhlas S1 Sdm. Barat
32 Yeni Kusmawati,
S.Ag
TPQ Masjid At-Taubah S1 Simpang
Baru
33 Fitriyati, S.Pd.I TPQ J. Mukhlisin S1 Delima
34 Said Dailani, S.Pd.I MT. Nurul Iman S1 Tuah Karya
35 Sefri Naldi, S.Pd.I Mushalla Nurul Yakin S1 Tuah Karya
36 Sri Wahyuni,
S.Pd.I
TPQ At-Taqwa S1 Tuah Karya
37 Stifani Realdi Mushalla Al-Muhajirin MAN Delima
38 Sugianto, S.PI TPQ Nurul Falah S1 Simpang
Baru
39 Yelira Elsipani TPQ Al-Bayyinat D.II Sdm. Barat
40 Muhammad Al
Hafiz
Masjid Al-Ma’arif MAS Simpang
Baru
41 Yenita Sari, S.Pd.I TPQ Nurul Iman S1 Tuah Karya
42 Habiburrahman TPQ Al-Baraqah MAS Delima
43 Ade Saputra TPQ Al-Ma’ruf MAN Tuah Karya
44 Rusdi Martoni, SHI TPQ Nurul Hidayah S1 Simpang
Baru
45 As’ari, SHI Masjid Nurul Jadid S1 Delima




MT. At-Taqwa S1 Tuah Karya
48 Syartunis, SP Masjid Al-Ikhlas S1 Sdm. Barat
49 Zulkifli, S.Pd.I Masjid At-Taubah S1 Simpang
Baru
50 H. Zulfahri, S.Ag Masjid Zikrullah S1 Simpang
Baru
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51 Siti Aisyah, S.Pd.I TPQ Munadzirin S1 Simpang
Baru
52 M. Mudramil Ardi TPQ Munawwarah MAN Tuah Karya
53 Eka Riyani, S.Sos.I Masjid Al-Huda S1 Delima
2.6 Program
Dalam rangka tercapainya kinerja yang baik, maka telah
ditetapkan program kerja. KUA Kecamatan Tampan telah menetapkan
Pokok-pokok program kerjanya sebagai berikut84 :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
3. Meningkatkan tertib administrasi berbasis IT
4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh
dan ibadah sosial.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan pelayanan di
bidang arah qiblat.
9. Meningkatkan pelayanan di bidang penyuluhan Agama Islam dan
konsultasi keagamaan.
10.Meningkatkan kegiatan Pembinaan di bidang Tilawatil Qur’an
84 Rencana Strategis (Renstra) KUA Kecamatan Tampan tahun 2014 sebagaimana
terdokumentasikan pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), KUA
kecamatan Tampan tahun 2014, hlm. 12
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11.Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal dan kemitraan
umat.
12.Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral
2.7 Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Tampan
Sebagaimana layaknya KUA pada umumnya, salah satu bagian
dari kegiatan kepenghuluan di KUA Kecamatan Tampan dilaksanakan
dalam bentuk pelayanan nikah. Kegiatan ini merupakan tupoksi yang
menjadi leading sector KUA.
Pelayanan nikah di KUA Kecamatan Tampan dilaksanakan
sebagaimana ketentuan pada peraturan perundangan yang berlaku,
dalam bentuk dan prosedur sebagai berikut :
1. Pendaftaran Kehendak Nikah
Sebagaimana lazimnya, pendaftaran dilakukan dengan
menyerahkan berkas Model N7 (pemberitahuan kehendak Nikah)
yang dilampiri dengan Model N1, N2, N3, N4, N5 (jika usia catin
kurang 21 tahun), N6 (jika duda/janda tinggal mati). Berkas
dilampiri foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran atau Ijazah, foto
copy buku nikah orang tua (jika calon istri merupakan anak
pertama, atau jika wali nikahnya saudara laki-laki/ aban tersebut
anak pertama) Akta Cerai (jika duda/janda cerai-talak),
Rekomendasi KUA asal (jika catin dari luar kecamatan), Ijin
Komandan/Atasan (jika catin anggota TNI/POLRI), Dispensasi
Pengadilan Agama (jika catin berusia di bawah 16 untuk putri dan
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19 untuk putra), izin poligami dari PA (jika pernikahan poligami)
dan Dispensasi Camat (jika pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari
kerja sejak pendaftaran).85 Berkas tersebut untuk kedua mempelai
diserahkan kepada petugas pendaftaran. Setelah diverifikasi dalam
lembar hijau, kemudian diberitahukan kekurangan yang harus
segera dilengkapi. Selanjutnya, jika pernikahan bedolan, maka
diberikan slip setoran PNBP dan catin menyetorkan dana bedolan
melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.86 Setelah menyetor,
slip setoran/bukti pembayaran ke Bank diserahkan kembali ke
KUA dan oleh petugas pendaftaran dimasukkan dalam map bahan
nikah yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
Sejak tahun 2014 penasehatan Catin tidak lagi dilaksanakan
di KUA, melainkan diselenggaran oleh lembaga atau badan dalam
bentuk Kursus Pra Nikah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:
DJ.II/491 Tahun 2009. Adapun materi Kursus Catin meliputi :
a). Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam),
b). Pengetahuan agama (5 jam),
85 Persyaratan diatas merupakan persyaratan untuk WNI, adapun untuk WNA
melampirkan foto copy Passport, tanda pengenal/ kartu penduduk, pengesahan Dubes/konsulat
serta persyaratan yang biasanya dipergunakan di negara tempat tinggal calon pengantin tersebut.
86 Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima PNBP untuk
pencatatan nikah adalah sebagai berikut; Bank BRI Nomor Rek : 0230-01-002788-30-4, BNI
Nomor Rek : 0346138083, Mandiri Nomor Rek: 103-00-0622674-6, BTN Nomor Rek: 00001-30-
555666-7.
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c). Peraturan perundangan tentang perkawinan dan keluarga
(4 jam),
d). Hak dan kewajiban suami-isteri (5 jam),
e). Kesehatan reproduksi (3 jam),
f). Manajemen keluarga (3 jam),
g). Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).87
Materi kursus catin diberikan sekurang-kurangnya diberikan
24 jam pelajaran. Kursus catin tersebut dilakaukan dengan metode
ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Sedangkan pemateri/
nara sumber terdiri dari Konsultan Perkawinan dan Keluarga sesuai
keahlian yang dimiliki.
3. Pemeriksaan Nikah
Ada beberapa cara dalam tahap pemeriksaan catin. Pertama,
dilakukan saat pendaftaran, jika catin sudah siap hadir lengkap
berdua ditambah dengan walinya. Interview dilakukan sesaat
setelah pendaftaran dinyatakan lengkap. Kedua, catin dan wali
hadir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Penghulu/petugas KUA
dan melakukan interview. Ketiga, hari lain yang disepakati sesuai
longgaran waktu catin dan walinya. Pelaksanaan interview
dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu sesuai dengan
87 Lihat : Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen
Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.
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ketentuan yang ada dan selanjutnya menandatangani berkas model
NB.
4. Pengumuman Nikah
Sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah pendaftaran
nikah dinilai lengkap, maka diterbitkan lembar pengumuman
(Model NC) yang dipasang di papan pengumuman KUA.
5. Pelaksanaan Akad nikah
Sesuai permohonan shohibul hajat, akad nikah bisa
dilaksanakan di KUA atau di tempat lainnya. Pada hari, jam dan
tempat yang ditentukan, maka Kepala KUA atau penghulu akan
menghadirinya. Kelaziman yang terjadi di Kecamatan Tampan,
wali menyerahkan penuh pelaksanaan akad kepada penghulu.
Namun ada  sebagian kecil keluarga yang ditradisikan
menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada kyai atau tokoh
agama. Secara umum, peran penghulu sangat dominan dan
menghandel seluruh prosesi akad nikah.
Usai pelaksanaan akad, dilakukan penandatanganan akta
nikah oleh mempelai berdua, wali nikah dan dua orang saksi.
Selanjutnya, Buku nikah diserahkan langsung oleh penghulu
kepada pengantin berdua pada saat akhir prosesi akad nikah. Protap
demikian juga sudah berjalan secara sistematis dan lancar.
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6. Pencatatan Nikah (Penerbitan Akta Nikah dan Kutipannya)
Pencatatan dilakukan dengan penerbitan akta nikah (Model
N) yang dibuat rangkap dua. Setelah ditandatangani pihak-pihak
secara lengkap pada saat akad nikah, kemudian Kepala KUA
selaku PPN membubuhkan tanda tangannya dan resmi Akta Nikah
dinyatakan terbit dan disimpan di KUA sesuai ketentuan yang
berlaku. Di samping itu, secara otomatis tersimpan pula pada
aplikasi SIMKAH dan secara bertahap dikirim secara online ke
server Kemenag.
7. Penyerahan Kutipan Akta Nikah (Model NA)
Buku nikah atau Kutipan akta Nikah diserahkan oleh
penghulu sesaat setelah usai prosesi akad nikah. Hal ini dapat
dilakukan karena semua prosedur telah dilaksanakan dengan benar
dan lengkap. Sehingga menjelang pelaksanaan akad, proses
pengeprinan Akta Nikah dan Buku nikah dapat segera dilakukan.
Begitu ditandatangani oleh kedua mempelai, wali dan dua saksi,
maka Kutipannya dapat langsung diberikan. Cara demikian telah
dapat dipraktekkan di KUA Kecamatan Tampan dengan lancar.
D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan
Perbincangan tentang KUA secara umum telah banyak dibahas, tetapi
tulisan yang terkait dengan Penerapan Regulasi Baru yaitu PP 48 tahun 2014
yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 19 tahun 2015 Tentang Biaya
77
Pelayanan Nikah Di KUA dalam bentuk Tesis sejauh penelusuran yang
penulis lakukan belum ditemui. Terlebih lagi karena PP ini baru efektif
diterapkan di KUA sekitar dua tahun enam bulan.88 Atas  dasar inilah, maka
penulis berupaya membahas : Efektifitas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2015 Tentang Tarif Nikah Yang Berlaku Pada Kementerian Agama RI
(implementasi biaya pelayanan nikah dan pencitraan di kua kecamatan
tampan).
88 Untuk di pekanbaru sendiri penerapan PP Nomor 48 tahun 2014 mulai diterapkan pada
awal bulan Agustus tahun 2014.
